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Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
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BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR § TAHUN 2026

SERI F NOMOR |12/

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : o a.
b.
C.
Mengingat .
2.

BUPATI SAMOSIR

bahwa berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 huruf 1
poin 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026, pergeseran antar objek
dalam jenis yang sama, dan antar rincian objek dalam
objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam
rincian objek yang sama, dilakukan melalui perubahan
RKA SKPD pada SIPD-RI untuk selanjutnya dilakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan/atau
perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD;
bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan
sesuai kebutuhan perlu dilakukan pergeseran anggaran,

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
Samosir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang ..../




10.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor ..../




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Samosir (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 40 seri
D Nomor 44);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

18. Peraturan ..../




Memperhatikan

Menetapkan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1147);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

24. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Samosir Nomor 2 Tahun 2026 seri F Nomor 1120).

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor:
000.3.1/422/SETDAKAB tanggal 20 Februari 2026 Perihal
Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasall..../




Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus, baik fisikk maupun nonfisik yang
merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan
angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dilakosikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan ..../




11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun

dan/atau pengeluaran yang akan diterima

pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026, sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah setelah Perubahan

2. Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah setelah Perubahan

Rp777.132.854.498,12
Rp 0,00
Rp 777.132.854.498,12

Rp 776.132.854.498,12
Rp 0,00

Rp 776.132.854.498,12

3. Surplus Anggaran

1.000.000.000,00
0,00

1.000.000.000,00

a. Semula Rp
b. Bertambah Rp
Jumlah setelah Perubahan Rp

4. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan  Rp 0,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00
5. Pembiayaan Netto
a. Semula (Rp 1.000.000.000,00)
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan (Rp 1.000.000.000,00)
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
a. Surplus Anggaran Rp 1.000.000.000,00
b. Pembiayaan Netto (Rp 1.000.000.000,00)
SiLPA setelah Perubahan Rp 0,00



Pasal 3
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 4
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut
dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD) sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang

berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor § Tahun 2026

Seri F Nomor 1

Tanggal 941 Tebruwi 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA SIT




